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Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  







غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah , apostof 
ي ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا 
kasrah i i 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 




a dan i 
 
 َو ى 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













..... | َا َى.  
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā‟ i 






u dan garis di 
atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 







5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الّ
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 





tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 




NAMA : JUMARDIN 
NIM : 10100113030 
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP 
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 
KELAS I B SENGKANG (STUDI KASUS TAHUN 2014-2016) 
Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur 
Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, tidak 
dapat pungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terkhusus di 
kabupaten wajo, perkawinan dibawah umur merupakan salah satu kasus yang 
marak di kalangan masyarakat begitu pula dengan kasus perceraian. Angka 
perkawinan dibawah umur cukup tinggi begitu juga dengan angka perceraian. 
Oleh sebab itu maka perlu ditelusuri bagaimana pengaruh perkawinan dibawah 
umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap dan valid mengenai pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap 
tingkat perceraian di Pengadilan Agama kelas I B Sengkang. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar’i dan 
pendekatan sosiologis yakni melihat atau memandang suatu hal yang ada dari 
aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan, syariat Islam 
Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan pendekatan 
terhadap sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
mempunyai akibat hukum. 
Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. 
Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai 
para informan, wawancara dilakukan dengan hakim, panitera, serta tokoh 
masyarakat. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari 
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan 
dibawah umur, seperti buku register perkara akta cerai/putusan pengadilan, 
laporan bulanan, dan sebagainya. 
Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 
pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap 
tingkat perceraian karena perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor 
pendorong terjadinya perceraian. 
Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian bagi pasangan 
nikah dibawah umur, diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah maupun 
masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. Untuk senantiasa 
berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada generasi 
muda tentang pentingnya sebuah kesiapan/kemampuan sebelum memasuki 







A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya 
membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai apa yang 
diinginkan. Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan wanita 
yang dihalalkan Allah swt., untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan 
dalam membangun rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu keluarga dan 
tolak ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
Adanya ikatan perkawinan mengindikasikan leburnya keperibadian suami dan 
istri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu 
sehingga dapat saling melengkapai satu sama lain. Dengan demikian hubungan 
kerja sama antara suami dan istri sebagai pasangan hidup dapat diwujudkan 
dengan jalinan pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah 
mengamanatkan untuk senantiasa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
sebagaimana yang tertuang pada pasal (1) yaitu ”Perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 







Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum 
terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan 
menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang 
tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, 
kedewasaan fisik, kedewasaan berfikir dan kematangan jiwa atau mental bagi 
pasangan suami istri sangat dibutuhkan. Dengan demikian salah satu hal yang 
perlu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan 
adalah faktor usia. Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang 
berpengaruh terhadap kematangan emosi/ psikologis, kematangan 
fisiologis/jasmani, dan kematangan dalam sosial ekonomi. 
Sebagaimana ketentuan batas izin perkawinan ini seperti yang disebutkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip 
bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan 
dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.
2
 
Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang rentan terhadap 
berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat berdampak 
buruk terhadap keutuhan keluarga. Salah satu dari dampak negatifnya adalah 
perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang 
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Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Cet. I; 
Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2. 
 
2
Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 







menjalani perkawinan di bawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani 
perkawinan pada usia dewasa. Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian 
perkawinan yang buruk dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu 
lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah 
pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagian, tetapi tidak 
diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan 
agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya, tetapi banyak juga perkawinan 
yang diakhiri dengan perceraian baik yang dilakukan di depan sidang Pengadilan 
maupun dengan cara diam-diam (cerai di bawah tangan). Secara umum tidak ada 
seorang pun yang menginginkan perkawinannya kandas di tengah jalan dan 
berakhir pada sebuah perceraian. Namun dalam realitasnya kasus-kasus perceraian 
tetap marak terjadi dan seakan tidak pernah habis di sidangkan di Pengadilan 
Agama dengan berbagai sebab dan alasan. Salah satu penyebabnya adalah 
terjadinya kesalahpahaman yang biasanya disebabkan karena kecemburuan dan 
masalah ekonomi yang memicu pertengkaran secara terus menerus, dan pada 
akhirnya berujung pada perceraian. Hal seperti ini seringkali dialami oleh 
pasangan usia muda yang secara mental/psikis belum siap untuk berumah tangga. 
Dengan demikian, bagi yang ingin mengakhiri perkawinannya, maka jalan 
terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian. Pasal 39 Undang-Undang RI 
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 Undang-Undang Peradilan 
Agama No. 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 







mendamaikan kedua belah pihak.
3
 Dengan demikian perceraian adalah alternatif 
terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk 
mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya 
terhadap perceraian, dan mengangkat judul, yaitu: “Pengaruh perkawinan di 
bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang (Studi Kasus Tahun 2014-2016)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap 
tingkat perceraian di Pengadilan Agama kelas I B Sengkang (Studi Kasus Tahun 
2014-2016) ?.  Dari rumusan pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat 
sub masalah, yaitu : 
1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I 
B Sengkang ? 
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
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“Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang (Studi Kasus Tahun 2014-2016)” 
1. Pengaruh 
Pengaruh artinya daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 
seseorang. 
2. Perkawinan 
Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-
Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan 
lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Perkawinan yang penulis 
maksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan 
menurut syariat Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 
3. Di bawah Umur 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud 
dengan di bawah umur adalah belum dewasa.
5
 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pasal 7 ayat (1), yaitu disebutkan bahwa perkawinan hanya 
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Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2. 
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diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
6
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di 
bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan di bawah 16 (enam belas) 
tahun bagi wanita. 
4. Perceraian 
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri 
dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami 
isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
7
 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
kabupaten Wajo dan berdasarkan depskripsi fokus penelitian tersebut, dapat 
dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada perkawinan usia di bawah 16 
(enam belas) tahun bagi wanita dan di bawah 19 (tahun) tahun bagi pria dan 
pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang (Studi Kasus Tahun 2014-2016). 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan dampak pernikahan di 
bawah umur terhadap perceraian diantaranya: 
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Amiur Nuruddin dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. Secara 
khusus mengkritik hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan termasuk 
mengenai batasan umur laik nikah bagi calon pengantin, dengan memberikan 
perbandingan batasan usia nikah yang diterapkan di negara lain. 
Dalam buku Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah seri 
Psikologi, yang disusun oleh tim dari Departemen Agama RI, mengisyaratkan 
adanya kesiapan secara psikologi/psikis bagi seseorang terutama bagi remaja usia 
nikah sebelum melangkah kejenjang perkawinan. Selain itu dalam buku Tuntunan 
Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah seri Kesehatan disusun oleh tim dari 
Departemen Agama RI mengamanatkan perlunya memahami masalah kesehatan 
terutama yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi/biologis, semunya itu 
dimaksudkan untuk memberi bekal bagi calon pengantin supaya perkawinannya 
kelak dapat mencapai predikat bahagia, mawaddah, dan rahmah sehingga tingkat 
perceraian sedapat mungkin diminimalisir. 
Abd. Rahman Ghazaly dalam Fiqh Munakahat memberikan penjelasan 
mengenai dasar-dasar umum tentang perkawinan dan juga beberapa penjelasan 
berkaitan dengan hal putusnya perkawinan (Perceraian). 
M.A Tihami dalam bukunya Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah 
Lengkap yang didalamnya menjelaskan tentang perkawinan, talak, dan akibat 
putusnya perkawinan yang berkaitan dengan penelitian karya tulis ini.  
Begitu juga halnya dengan Peraturan perundang-undangan perkawinan, 







aturan-aturan yang sedapat mungkin mencegah terjadinya ketidakharmonisan 
rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, antara lain 
disyaratkannya perkawinan itu harus dengan persetujuan kedua mempelai, izin 
orang tua bagi yang belum mencapai usia menikah minimal 19 tahun bagi pria dan 
16 tahun bagi wanita. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang. 
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur 
di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. 
3. Mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat 
perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. 
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Ilmiah 
 Secara teoritis penelitian ini diharapakan dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran dan masukan bagi pengembangan khasanah ilmu 
pengetahuan dibidang hukum Islam. 
2. Kegunaan Praktis 
Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi praktisi dan 
pemerhati hukum Islam baik dalam kapasitasnya sebagai pegawai dalam 
lingkup Kementerian Agama seperti pegawai pencatat nikah, penghulu, 







tokoh agama yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada 











A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
 Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata “nikah” (حاكن) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” 




 Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan 
wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 




 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud 
perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan 
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 Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 




 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah 
suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 
seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh 
kasih sayang, tentram dan bahagia.
5
 
2. Hukum Perkawinan 
Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: 
wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada 
kondisi pribadi seseorang.
6
 Adapun uraiannya sebagai berikut:  
a. Wajib 
Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah 
baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam 
perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari 
yang haram adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan 
bahwa “seorang bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan 
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agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri 
kecuali menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah 
bagi dirinya. Allah berfirman dalam QS An-Nur/24 : 33. 
                 
                      
                        
                         
         7 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, 
hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian 
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu 
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang 
mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 
Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 




Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari 
segi fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk 
berbuat zina. 
                                                          
 
7
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Edisi Khat Madinah; Bandung: 








Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi 
seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera 
menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. 
d. Makruh 
 Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang 
tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, 
pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal 
tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai 
keinginan syahwat yang kuat. 
e. Haram 
Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu 
memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak 
terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik 
maupun psikis. 
3. Dasar Hukum Perkawinan 
a. Al-Qur‟an 
Qs. Ar-Rum/30 : 21. 
                          
                   8  
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 
Qs. An-Nuur/24 : 32. 
                        
                  9   
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 
b. Hadis 
 َةَءَابنْا ُىُكْنِي َعاََطتْسا ِنَي ِبَاب َّشنا َرَشْعَي َاي :ص ِالله ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق ٍدْوُعْسَي ِنْبا ِنَع
 َّوََزَتيَْهفنِاب ِوَْيهََعف ْعَِطتَْسي َْىن ْنَي َو .ِجَْرفِْهن ُنَصَْحا َو ِرَصَبِْهن ُّضََغا ُوَِّنَاف ،ْج ُوَِّنَاف ِوْو َّص
.ٌءاَجِو َُون(  ِءاَس َّنلا ُهاَوَر) 10    
Artinya: 
Dari Ibnu Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah SAW  bersabda, “Hai 
para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu 
menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih 
dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. 
Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, 
karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. 
Nasai) 
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4. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan. 
a. Tujuan Perkawinan 
Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai 
tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya 




Menurut Abdul muhamin As‟ad bahwa tujuan perkawinan adalah 
menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi 
memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam Masyarakat, dengan 
membina rumah tanga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta di antara 
suami istri tersebut. 
Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwah Allah telah 
menciptakan pria dan prempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup 
dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah 
SAW. 
Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan 
yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara 
pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia 
dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur 
oleh syariah.
12
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Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 
(3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud 
dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung 
seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan 
bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari 
itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan 
demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia 
juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku 
untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar 
pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali 
karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan 
perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi 
alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan 
mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat 
memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 








1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh 
yang baik dan nyaman. 
2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-
minum pakaian yang memadai. 
3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. 
Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwah sebuah keluarga 
harus dapat menjadi : 
1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. 
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara 
individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit social 
yang lebih besar. 
b. Fungsi Perkawinan 
Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:  
1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal. 
2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah. 
3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa. 
c. Asas - Asas Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling 
utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu 







Azhar Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan asas-
asas perkawinan itu ada enam,
13
 yaitu: 
1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. 
2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan 
kepercayaan masing-masing. 
3) Asas monogami. 
4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya. 
5) Mempersulit terjadinya perceraian. 
6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang. 




1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus 
dicatat oleh petugas yang berwenang. 
3) Asas monogami terbuka. 
4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya. 
5) Asas mempersulit terjadinya perceraian. 
6)  Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. 
7) Asas pencatatan perkawinan. 
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Sedangkan menurut penulis, setelah memahami konteks Peraturan 
perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan 
perkawinan, penulis berasumsi bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada 
lima yaitu: 
1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan 
legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum 
Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara 
(Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan 
kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang 
terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru 
dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing 
Agama/kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan 
secara sukarela bagi pihak pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan 
walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa 
terpaksa untuk melakukan perkawinan. untuk menghindari terjadinya 
kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) 
mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan 
dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, itu 







mempelai (model N3) apabila tidak menyetujui perkawinan tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada 
dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau 
wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak 
gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar. 
3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah 
sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun 
terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau 
persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah 
tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat 
diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang 
jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat 
mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan 
yang baik dan sehat. Oleh karena itu, itu dalam Undang-Undang 
Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun 
bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada 
usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.
15
 
4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama 
dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga 
dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak 
merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa  
diperlakukan secara tidak baik.  
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5. Rukun dan Syarat Perkawinan 
1. Rukun Perkawinan 
Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau 
tidaknya suatu perbuatan hukum.
16
  
Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah: 
a. Calon mempelai pria dan wanita. 
b. Wali dari calon mempelai wanita. 
c. Dua orang saksi (pria). 
d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya. 
e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya. 
2. Syarat Perkawinan  
Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan 
hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu; 
a. Syarat menurut syariah 
1) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, 
tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak 
mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon 
istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau 
umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak 
dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, 
tidakbersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak 
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sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan 
perkawinan. 
3) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, 
adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak 
perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. 
4) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar 
(tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak 
pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru‟ah), mengerti maksud ijab-
qabul, tidak merangkap jadi wali. 
5) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya 
pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul 
bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan 
qabul tidak sedang ihram atau umrah. 
Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat  sah perkawinan dan 
merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus 
mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. 




b. Syarat menurut perundang-undangan 
Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon 
mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1  
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tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:
18
 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini. 
Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 
wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan:
19
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1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun.  
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga 
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6). 
Dalam KUHPerdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan 
wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin.  
Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah 
terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami 
istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian. 
6. Hikmah Perkawinan 
Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia 
ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu 
birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang 
menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan pria dan 
wanita berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan 
                                                                                                                                                               







penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam 
rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan 
suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya 
dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.
20
 
Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu : 
1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan menciptakan 
berketurunan. 
2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan 
mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang 
diharamkan. 
3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa suami istri dengan saling 
memberikan kasih sayang. 
4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 
kewanitaan yang diciptakan. 
7. Batasan Usia Laik Nikah 
Manusia adalah makluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang 
lain, dan pada usia tertentu manusia membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang 
dari lawan jenisnya sendiri, Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan 
agar dapat saling menyatu dan saling melengkapi antara satu dengan yang 
lainnya. untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan 
kedewasaan dalam berpikir maupun kedewasaan dalam bertindak, dengan 
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demikian faktor usia adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan sebelum 
menikah, berikut ini adalah batasan-batasan usia laik nikah, yaitu: 
a. Usia minimal menikah. 
Secara fisiologis, pada usia puberitas yaitu usia 11 tahun sampai 15 
tahun bagi wanita dan usia 12 tahun sampai 16 tahun bagi pria terjadi proses 
pematangan alat-alat reproduksi seksual.
21
 Usia puberitas ini ditandai dengan 
terjadinya mimpi basah bagi pria dan datangnya haid bagi wanita. Hal ini juga 
mengindikasikan bahwa alat reproduksi seksual sudah dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Apabila dikaitkan dengan makna nikah yang berarti 
setubuh, maka pada akhir usia puberitas, seseorang sudah bisa melangsungkan 
perkawinan. 
Dalam konteks fikih, usia minimal nikah tidak dibatasi, sehingga 
seseorang sudah bisa menikah pada usia berapapun, apabila telah dianggap 
cakap untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga.
22
 Dalam 
hal ini, Jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar 
mengemukakan bahwa kecakapan seseorang dimulai dengan adanya tanda-
tanda fisik yaitu ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid bagi wanita. Namun 
apabila tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya maka kedewasaan ditandai 
dengan umur yaitu umur 15 tahun. Undang-Undang Perkawinan membatasi 
usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 
tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum 
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mencapai umur minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang 
RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak yang berkepentingan 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Walaupun demikian, calon 
pengantin yang belum mencapai umur 21 Tahun masih diperlukan izin dari 
orang tua untuk menikahkannya.
23
 Dalam hal ini bahwa mereka yang berusia 
diatas 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dianggap bukan anak-anak 
lagi tetapi juga belum bisa dianggap dewasa penuh sehingga masih 
membutuhkan izin dari orang tuanya untuk mengawinkannya. Usia antara 
16/19 tahun sampai usia 21 tahun inilah yang disebut usia remaja dalam ilmu-
ilmu sosial. Adanya batasan mengenai usia nikah dimaksudkan bahwa 
seseorang yang ingin menikah minimal harus matang secara fisik termasuk 
organ reproduksi seksualnya. Hanya saja pasangan yang menikah pada usia ini 
dianggap belum matang secara psikologis, sehingga masih rentan dengan 
berbagai konflik dalam keluarga yang dapat mengancam keutuhan rumah 
tangga. Menurut Ahmad Abdullah sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf 
Alqardhawi menyatakan bahwa usia di bawah 20 (dua puluh) tahun adalah 
masa-masa yang penuh dengan kecemasan dan keraguan. Menurutnya, secara 
umum perasaan bingung dan tidak menentu, bercampur aduknya antara 
perasaan sedih dan senang, serta merasa tidak mampu menghadapi kehidupan, 
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b. Usia matang untuk menikah 
Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan 
sejahtera adalah melangsungkan perkawinan pada usia ya2ng cukup matang 
baik dari segi fisiologis, psikologis maupun dari segi sosiologis. Adapun 
batasan-batasan usia matang dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 
1) Usia matang secara fisiologis. 
Menurut Walgito, usia 16 tahun bagi wanita dan usia 19 tahun bagi pria 
merupakan usia matang secara fisiologis. Pada usia ini organ-organ tubuh 
sudah dapat berfungsi dengan baik termasuk organ reproduksi seksual. Jadi 
apabila seseorang menikah pada usia ini maka organ-organ seksualnya sudah 
siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk hamil dan melahirkan. 
Secara psikologis seseorang yang menikah pada usia ini akan mengalami 
kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangganya. Hal 
tersebut disebabkan oleh insting atau keinginan untuk mencapai sesuatu sangat 
kuat, sehingga mentalitasnya cenderung menyimpang hingga membawanya 




2) Usia matang secara psikologis 
Ditinjau dari segi psikologi, perkawinan merupakan suatu proses 
penyesuaian diri antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang hidup 
dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam proses penyesuaian diri ini diperlukan 
adanya kesiapan/kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dalam 
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berbagai hal, Oleh karena itu, itu kematangan psikologi dalam perkawinan 
sangat dibutuhkan. Kematangan psikologis atau kematangan emosi pada 
umumnya dapat dicapai pada umur 21 tahun. Usia 18-21 tahun merupakan 
masa remaja akhir. Pada usia ini seseorang sudah dianggap dewasa dan 
selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perkataan-
perkataannya, mendapatkan hak-hak sebagai orang dewasa dan sebagainya.
26
 
Walgito menyatakan bahwa kematangan emosi dan pikiran akan saling 
berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan 
emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang dan berpikir secara 
obyektif, sehingga individu yang sudah mempunyai kematangan emosi yang 
baik akan dapat menjalani perkawinannya dengan baik pula. Usia 21 (dua 
puluh satu) tahun adalah usia layak untuk menikah, pada usia ini seseorang 
yang ingin menikah tidak perlu lagi mendapatkan izin nikah dari kedua orang 
tuanya, karena sudah dianggap mampu/cakap dalam bertindak.
27
 
3) Usia matang secara sosiologis 
Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam 
perkawinan. Hal ini merupakan penyangga dalam pemutar roda keluarga 
sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya 
belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.
28
 Begitu juga dalam 
hal bersikap pada umumnya orang muda lebih radikal, tidak seperti orang 
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dewasa yang cenderung lebih moderat, padahal kalau seseorang telah 
memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri, 
tidak bergantung pada pihak lain termasuk orang tua. Kematangan sosial 
ekonomi juga berkaitan dengan umur individu. Makin bertambah umur 
seseorang, kemungkinan untuk kematangan bidang sosial ekonomi juga akan 
semakin nyata. Oleh karena itu, pada usia 20 tahun bagi wanita dan usia 25 




c. Usia ideal menikah. 
Berdasarkan batasan-batasan usia matang dalam sebuah perkawinan 
sebagaimana yang telah dikemukan sebelumnya, dapat dipahami bahwa usia 
perkawinan yang ideal untuk wanita adalah 21-25 tahun. Karena pada usia itu 
organ reproduksi wanita secara fisiologis sudah berkembang dengan baik dan 
kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, sedangkan usia secara psikologis 
pun mulai matang. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 25-28 tahun. 
Karena pria pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga 
mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara 
psikis/emosional, ekonomi dan sosial. Menurut Andi Syamsu Alam bahwa usia 
perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan pada usia 25 
(dua puluh lima) tahun baik pria maupun wanita dengan alasan psikologis. 
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8. Dampak Perkawinan Usia Muda 
Salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur adalah terjadi 
percekcokan/perselisihan dalam rumah tangga yang berulang-ulang. Hal 
tersebut dimungkinkan karena belum matangnya jiwa, raga dan fikiran bagi 
pasangan nikah usia muda sehingga kontrol emosi belum stabil dan akibatnya 
hak dan kewajiban bagi suami-istri dilalaikan. Dampak lain dari terjadinya 
perkawinan usia muda adalah dapat berimplikasi pada resiko konflik keluarga 
dan terganggunya kesehatan. Terutama kesehatan reproduksi seksual yang 
secara anatomi pada usia muda dinding rahim belum mampu berfungsi secara 
normal sehingga beresiko untuk melahirkan dan dapat mengancam 
keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan.
31
 
9. Perkawinan Dibawah Umur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak 
 Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1, 
poin (1) bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”32. Perkawinan bagi anak 
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sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 26 poin (1) huruf (c) Undang-Undang 
Perlindungan Anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”33. Perkawinan pada 
usia anak jika dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan 
tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut dianggap suatu 
perampasan terhadap hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak 
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan 
kesejahteraan anak. Adapaun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua harus 
memperhatikan dua tujuan tersebut terutama dalam dispensasi nikah harus 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak-hak anak dan juga kesejahteraan 
anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis karena orang 
tua merupakan pemegang peranan yang penting terhadap terwujudnya 
perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang 
perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki 
berumur 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun, orang tua tidak boleh 
serta merta mengizinkan atau merestui terutama mendorong anak untuk 
melangsungkan perkawinan. Orang tua harus berpikir jernih dan bijaksana 
dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. 
Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, penyebab terjadinya 
perkawinan dibawah umur atau alsan hakim mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah dikarenakan kondisi pihak perempuan telah hamil diluar nikah 
dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, selain itu 
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Pengadilan Agama diberikan kewenangan dalam hal ini dispensasi nikah 
sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar.  
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Talak dimbil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan 
atau meninggalkan.
34
 Menurut istilah syara‟, talak adalah melepas tali perkawinan 
dan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Menurut Abu zakaria Al-
Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang 
semacamnya. 
Sayyid Sabiq mendefinisan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan 
ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. 
Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan .
35
 
Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 
hilangnya ikatan pekawinan iu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi 
dalam hal talak Ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan 
ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya 
jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, 
dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.36 
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2. Dasar Hukum Perceraian 
a. Al-Qur‟an 
Qs. Al-Baqarah/2 : 230. 
                            
                   




Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 
 
Qs. Ath-Thalaaq/65 : 2. 
                   
                    
                        38   
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah 
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar. 
 
b. Hadis39 
 ْنَع ،ٍمِصاَو ِنْب ِف ِّرَعُي ْنَع ،ٍِدناَخ ُنْب ُد ًَّ َحُي َاَنث َّدَح ،ٍدَْيبُع ُنْب ُرِيثَك َاَنث َّدَح
 :َلَاق ىهسو ويهع الله ىهص ِِّيبَّننا ِنَع ،َر ًَ ُع ِنْبا ْنَع ،ٍرَاثِد ِنْب ِبِراَحُي ”
 ُقَلََّطنا َىناََعت ِ َّالله َىِنإ ِلَلََحْنا ُضَغَْبأ (اَوَر َدْوُءَد ُوَبا ُه)     
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin „Ubaid, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu‟arrif bin 
Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu „Umar -radhiyallaahu 
„anhuma-, dari Nabi Shallallaahu „alaihi wasallam, beliau bersabda, 
“Perkara halal yang dibenci Allah Ta‟ala adalah thalaq (perceraian)”. 
(HR. Abu Daawud) 
 
3. Macam-Macam Talak 
Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka talak dapat 
dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
40
 
a. Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni 
suami mentalak istrinya  dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, 
yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak 
seksual (bersetubuh). 
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b. Talak Bid‟i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam 
keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami 
istri telah mengadakan persetubuhan. 
c. Talak la Sunni Wala Bid‟i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada 
istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang 
telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang 
hamil. 
 Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi 
kedalam dua bentuk yaitu:
41
 
a. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan 
gamblang dengan kata-kata talak. 
b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan 
kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna 
talak. 
 Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya 
talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu: 
42
 
a. Talak Raj„i yaitu talak satu atau talak dua tanpa „iwad (penebus talak) 
yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat 
merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. 
b. Talak Ba‟in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami 
terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru  
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lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.  
1) Ba‟in sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan „iwad dari istri 
kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali 
rujuk dengan bekas istrinya. 
2) Talak Ba‟in kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan 
lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi 
dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan 
hubungan seksual dan habis masa iddahnya. 
4. Rukun dan Syarat Talak 
 Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 
terwujudnya bergantungan ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. 




Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 
menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk 
sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh 
dan atas kemauan sendiri. 
b. Istri 
Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak 
masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan 
kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan 
yang sah. 
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c. Sighat Talak 
Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 
istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah 
(sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap 
istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, 
memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan 
barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian 
itu bukan talak.demikian pula dengan niat talak yang masih berada 
dalam pikiran dan tidak diucapkan, maka itu tidak dipandang sebagai 
talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap 
istrinya juga tidak dipandang sebagai talak. 
d. Qashdu (Sengaja) 
Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk 
talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak 
dimaksud untuk talak diapandang tidak jatuh talak.  
5. Sebab dan Alasan Perceraian 
Secara umum sebab terjadinya perceraian ada empat,
44
 yaitu: 
1. Putusnya perkawinan sebab syiqaq 
Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri 
sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan 
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua 
belah pihak tidak dapat mengatasinya. 
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2. Putusnya perkawinan sebab pembatalan 
Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam 
pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri 
semisal karena pertalian darah, pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau 
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum seperti tidak 
terpenuhinya Hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi 
Hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang 
dimaksud. 
3. Putusnya perkawinan sebab fasakh 
Hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan 
memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan 
menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya. 
Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena 
kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka 
perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu: 
a. Tidak adanya nafkah bagi istri. 
b. Terjadinya cacat atau penyakit. 
c. Penderitaan yang menimpa istri.  
4. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia 
Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua 








Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan 
dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian 
itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, 
maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang 
tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu 
melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, disebutkan bahwa 
perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
45
 
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain  
diluar kemampuannya. 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  
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7) Suami melanggar taklik talak. 
8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 
rukunan dalam rumah tangga. 
6. Akibat Putusnya Perkawinan 
Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam 




1) Memberi mut‟ah yang pantas berupa uang atau barang. 
2) Memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istri 
dalam masa iddah. 
3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi 
sampai dewasa dan dapat mandiri. 
4) Melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lainketika 
perkawinan berlangsung dahulunya.  
Dalam pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tentang Perkawinan jo. pasal 113 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; 1). 
kematian, 2). perceraian, 3). atas putusan pengadilan. Pada pasal 114 Kompilasi 
Hukum Islam disebutkan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena 
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 
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Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila 
perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib untuk: 
1) Memberikan mut‟ah yang layak terhadap istrinya, baik berupa uang atau 
benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul (belum berhubungan 
seksual). 
2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
idah kecuali jika istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam 
keadaan tidak hamil. 
3) Wajib juga membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan separuh 
apabila qabla al-dukhul. 
4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 




1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapat hadanah dari ibunya, jika 
ibunya sudah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita 
dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara wanita dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ibu dan ayah. 
2) Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadanah 
dari ayah atau ibunya.  
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3) Jika pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan 
rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pengadilan 
Agama dapat memindahkan pada kerabat lain yang mempunyai hak 
hadanah pula.  
4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa (21 
tahun). 
5) Jika terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan 
Agama akan memberikan putusannya. 
6) Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan 











A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten 
Wajo dengan objek penelitian Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, 
untuk memperoleh informasi dan data mengenai perceraian dan sebab-
sebab terjadinya perceraian dan yang terpenting adalah mendapatkan 
informasi atau data yang akurat mengenai pengaruh perkawinan di bawah 
umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif 
yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan 
sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang 
pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Setelah gambaran tersebut 
diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan 
secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap 
seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-
fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang 







penelitian ini lebih mengutamakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Menurut 
harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada 
dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. 
Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam 
seperti Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas. 
Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan 
dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang 
berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan 
penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah: 







Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan 
mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah : 
a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua 
atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama). 
c) Kompilasi Hukum Islam. 
2) Sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun 
sumber data sekunder terdiri dari : 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum 
acara perdata. 
b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang 
relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3) Sumber data tersier 
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 
b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang 








3. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh 
peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan 
pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, 
observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek 
yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi 
observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 
orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan 
hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang 
digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur 
(dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara 
sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya 
mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang perceraian di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang tanpa mengikuti rangkaian 
persidangannya. 
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui 
hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian 







(wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) 
dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara 
formal terstruktur.
1
 Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara 
dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 
baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang 
monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, 
peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar 
seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data 
dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun 
dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang 
berkaitan dengan perceraian, seperti buku register perkara, akta 
cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya. 
4. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat 
tentang bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat 
perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang (Studi Kasus Tahun 
2014-2016). Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 
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Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi terjadinya perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur 
di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, bagaimana pengaruh 
perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan 
penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan 
wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama 
Kelas I B Sengkang. 
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari 
hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di 
lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan 








PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
TINGKAT PERCERAIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo semula berkantor di Jl. 
Sultan Hasanuddin No. 15 Sengkang. Mulai tanggal 21 April 2008 pindah ke 
kantor baru Jl. Beringin I yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah 
Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2008. Adapun dasar hukum dan sejarah 
berdirinya adalah sebagai berikut:
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1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Pengadilan Agama Sengkang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syariah di luar Jawa dan Madura. Perkembangan berikutnya terjadi perubahan 
nama serta wilayah hukum dan lokasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 
berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958. 
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sengkang 
Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo merupakan 
implementasi dari pasal (1) PP. RI, No.45 Tahun 1957. “Ditempat-tempat yang 
ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang 
daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.” Peraturan 
Pemerintah tersebut ditentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk 
Pengadilan Agama. Hanya saja implementasinya masih terbentur pada pasal (12) 
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Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1957 bahwa “Pelaksanaan dari peraturan 
ini diatur oleh Menteri Agama”. Pada tanggal 6 Maret 1958 keluarlah Penetapan 
Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai 
realisasi dari pasal 12 PP. RI. Nomor 45 Tahun 1957. Dalam Penetapan Menteri 
Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut ditetapkan bahwa dalam nomor urut 17 
akan dibentuk Pengadilan Agama Sengkang. Hanya saja Pengadilan Agama 
Sengkang belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan 
yang resmi karena di samping belum mempunyai kantor juga belum ada 
pegawainya. Pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama 
Sengkang, namun tetap belum bisa berjalan karena belum adanya pejabat ketua 
yang ditunjuk sebagai pimpinan. Pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama 
Sengkang resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi 
realitasnya, dan KH. Hamzah Badawi diangkat sebagai panitera merangkap 
Pejabat Ketua berdasarkan SK. Menteri Agama No: C/Tim-17/1396 tanggal 3 




3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang terdiri dari 14 
kecamatan yang meliputi 175 kelurahan dan desa, sebagai berikut: 
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1 Sabbangparu Kota Baru 15 
2 Tempe Siengkang 16 
3 Pammana Maroanging 15 
4 Bola Solo 10 
5 Takkalalla Peneki 13 
6 Sajoanging Jalang 9 
7 Penrang Doping Baru 10 
8 Majauleng Paria 18 
9 Tanasitolo Tancung 19 
10 Belawa Menge 9 
11 Maniangpajo Anabanua 8 
12 Gilireng Gilireng 9 
13 Keera Keera 10 
14 Pitumpanua Siwa 14 
 
















4. Perkara-Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, seperti halnya Pengadilan 
Agama lainnya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; 
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan 
Ekonomi Syariah. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Sengkang 
menangani beberapa jenis perkara yaitu; izin poligami, izin melangsungkan 
perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dispensasi kawin, pencegahan 
perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan 
perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, cerai talak, cerai 
gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan orang 
tua, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah 
tidak mampu, Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami. Pencabutan orang lain 
sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan 
kawin campuran, isbath nikah, wali adhal, dan pernyataan tentang sahnya 




B. Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama 
Kelas I B Sengkang 
Dalam kehidupan rumah tangga berbagai romantika kehidupan mewarnai 
jalannya suatu perkawinan, dari yang menyenangkan atau yang membahagiakan 
hingga hal-hal yang mengecewakan bagi pasangan suami-istri. Salah satu kejadian 
tragis yang saat ini sering terjadi di banyak perkawinan adalah terjadinya 
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perceraian. Terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri dapat disebabkan oleh 
berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu 
perceraian. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang adalah sebagai berikut :
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1. Tidak ada keharmonisan5 
Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun dari rasa cinta dan kasih 
sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah 
tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek 
ekonomi semata-mata tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik 
secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan 
tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat 
berakibat terhadap terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Salah satu 
penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah kesalahan 
dalam memilih pasangan hidup, yakni aqad perkawinan yang dilangsungkan atas 
dasar emosional bukan dasar Agama, sehingga setelah menikah rasa kasih sayang 
itu tidak melekat kecuali hanya beberapa bulan. Setelah itu yang dimunculkan 
adalah perbedaan masing-masing, baik dari segi karakter, sifat, watak atau 
wawasan. Sebagian orang juga menikah hanya karena keinginan akan kecantikan 
atau ketampanannya saja, setelah dideteksi ternyata kecantikan/ketampanan 
fisiknya hanya membawa keburukan jiwa dan akhlak. Dalam penelitian ini 
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ditemukan bahwa faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan 
penyebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang.  
2. Tidak ada tanggung jawab6 
Adanya kelalaian menunaikan kewajiban dalam rumah tangga, seperti 
tidak adanya tanggung jawab terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-
hari, Tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung 
jawab terhadap keluarga mengindikasikan bahwa masih banyaknya pasangan 
suami-istri yang belum memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. 
Dalam hal ini suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik 
dalam rumah tangganya, dan sebalikya istri belum mampu menjadi pendamping 
yang dapat menjadi penyejuk hati dan motivator bagi suaminya. 
3. Gangguan pihak ketiga7 
Pemicu ketiga terjadinya perpecahan dalam kehidupan berumah tangga 
adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh 
salah satu pihak atau pun keduanya (sama-sama selingkuh). Hal tersebut biasanya 
disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah persoalan keluarga, materi, 
dan sebagainya. Data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau 
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4. Ekonomi keluarga8 
Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu 
mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba 
kekurangan. Hal inilah kemudian menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan 
tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini dan kurang 
tersedianya lapangan kerja, memaksa pasangan suami-istri harus bekerja keras 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Akibatnya ketika suami 
sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka 
terjadilah perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian. Motif lain 
terjadinya perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi adalah suami pergi 
merantau mencari nafkah. Selama diperantauannya tidak ada lagi komunikasi 
dengan istrinya, sehingga bagi sebagian istri memutuskan untuk mengakhiri 
perkawinannya dengan alasan bahwa suaminya selama di rantauan tidak pernah 
lagi memberikan nafkah dan ada juga yang beralasan bahwa suaminya telah 
beristri lagi di rantauannya. Berkaitan dengan masalah ekonomi, perceraian bisa 
saja terjadi bukan karena kekurangan ekonomi tetapi kecukupan dalam hal 
ekonomi pun dapat menyebabkan terjadinya perceraian, karena adanya rasa 
minder bagi suami untuk tinggal bersama istriya disebabkan karena penghasilan 
istri jauh lebih tinggi dari penghasilan suami, sehingga istri merasa lebih tinggi 
derajatnya dari pada suami karena merasa lebih berjasa dalam memenuhi 
kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan demikian suami merasa tidak dihargai 
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dan tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan istrinya dan memilih untuk 
mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. 
5. Cemburu9 
Untuk mempertahankan sebuah hubungan dalam rumah tangga dibutuhkan 
rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Jika sudah ada 
rasa saling percaya, maka mudah untuk melakukan aktivitas. Sebaliknya jika tidak 
ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah rasa cemburu dan kecurigaan yang 
kadang berlebihan, meskipun ada ungkapan yang mengatakan bahwa; “cemburu 
adalah bumbu dari sebuah perkawinan” namun tentunya cemburu yang berlebihan 
juga tidak baik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. karena hal tersebut 
bisa menimbulkan konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya 
perceraian. 
6. Krisis Akhlak10 
Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah 
krisis moral yaitu suatu kemorosotan atau pendangkalan nilai-nilai moral bagi 
pasangan suami-istri di antaranya terjadinya krisis akhlak seperti kebiasaan 
mabuk-mabukan dan perjudian yang biasanya sukar untuk disembuhkan karena 
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7. Penganiayaan fisik /KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)11 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami 
terhadap istrinya, menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan 
rumah tangga bagi sebagian orang dengan berbagai bentuk kekerasaan atau 
penganiayaan yaitu; 
1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, 
termasuk juga kekerasan seksual berupa pemaksaan seksual dengan cara 
yang tidak wajar. 
2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan lain sebagainya. Selain itu, penelantaran rumah tangga, termasuk 
setiap suami yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah, sehingga istri berada di bawah tekanan dapat dikategorikan 
sebagai kekerasan psikis. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah masalah 
ekonomi yaitu istri mengemukakan tuntutan finansial yang berlebihan 
sementara suami berpenghasilan pas-pasan. Bisa juga terjadi karena 
menikah tanpa cinta, hanya dijodohkan oleh orang tuanya sehingga yang 
muncul dari pasangannya adalah sisi negatifnya saja. Selain itu kekerasan 
dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu yang 
berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya 
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perselisihan yang dapat berujung pada pertengkaran atau penganiayaan 
fisik, dan akhirnya dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Berdasarkan 
informasi dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan fisik 
oleh suami terhadap istrinya yang beujung pada perceraian masih banyak 
ditemukan dalam kasus perceraian.  
8. Cacat biologis12 
Adanya ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah batin, karena adanya 
penyakit yang sukar disembuhkan seperti impoten/lemah syahwat, mandul (tidak 
bisa memberikan keturunan) juga menjadi alasan/penyebab terjadinya perceraian 
di Pengadilan Agama Kels I B Sengkang. 
9. Perjodohan13 
Alasan lain terjadinya perceraian adalah karena adanya perjodohan dan  
perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya rasa cinta. Untuk 
mengatasi kesulitan akibat sebuah perkawinan tanpa cinta, pasangan harus 
merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk 
mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. 
Dalam kasus perceraian dengan alasan utamanya adalah tidak adanya kecocokan 
dalam rumah tangga karena perkawinannya tidak didasari oleh rasa cinta atau 
hanya dijodohkan oleh orang tua. 
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10. Poligami tidak sehat14 
Adanya Poligami tidak sehat seperti menikah lagi secara sembunyi-
sembunyi masih menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Biasanya istri 
pertama memilih bercerai daripada dimadu. Dengan demikian poligami tidak 
sehat merupakan salah satu bentuk pelanggaran yakni pelanggaran terhadap 
ketentuan poligami yang mengharuskan adanya izin dari istri melalui pengadilan. 
Selain itu mempunyai dampak yang dapat merugikan pihak istri baru dan 
keturunannya kelak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan berpoligami yang 
diajukan harus jelas, yakni istri tidak bisa memberi keturunan, istri tidak dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik, istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang 
tidak bisa disembuhkan. Ketatnya syarat poligami dimaksudkan agar suami tidak 
semena-mena terhadap istri. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang, menunjukkan masih adanya kasus perceraian karena suami melakukan 
poligami tanpa izin dari istri pertamanya meskipun angkanya relatif kecil. 
11. Dihukum penjara 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19, poin (c), bahwa  
perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa dalam sebuah perkawinan ada hak dan 
kewajiban yang perlu ditunaikan sehingga apabila seseorang tidak bisa 
mendapatkan haknya karena pasangannya dalam keadaan menjalani hukuman 
penjara maka aturan perundang-undangan membolehkan atau memberikan hak 
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pilih kepada pasangan yang ditinggalkan untuk memutuskan perkawinan dengan 
jalan perceraian atau tetap meneruskan perkawinan meskipun pasangannya di 
pidana penjara. 
12. Perkawinan Dibawah Umur 
Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor penyebab 
terjadinya perceraian karena banyak hal yang dinilai belum mampu untuk 
dipenuhi, seperti dari segi ekonomi, psikis begitu juga kurangnya kesiapan mental 
untuk membina rumah tangga yang menyebabkan mudah timbul permasalahan 
yang titik penyelesaiannya susah untuk ditemukan sehingga salah satu jalan untuk 
menyelesaiakannya adalah dengan perceraian.  
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dibawah Umur di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Menurut Eddi Ardiansyah, terjadinya perkawinan dibawah umur biasanya 
disebabkan oleh dua hal yaitu pertama; didasari oleh kesadaran moral yang tinggi 
terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan hina, yang kedua 
disebabkan karena keterpaksaan yang pemicu terbesarnya adalah hamil di luar 
nikah. Faktor kedua inilah yang akan melahirkan sebuah institusi keluarga yang 
tidak kondusif secara fisik maupun kejiwaan. Selain dari hal tersebut, perkawinan 
dibawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;
15
 
1. Faktor Ekonomi 
Perkawinan dibawah umur khususnya bagi perempuan terjadi biasanya 
karena desakan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan biaya 
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hidup orang tuanya, Untuk meringankan beban orang tuanya maka anak 
wanitanya dinikahkan dengan orang yang sudah dianggap mapan. Dengan 
menikahkan putrinya, orang tua akan terlepas dari satu tanggung jawab dalam 
masalah ekonomi. 
2. Faktor Kekerabataan 
Perkawinan dibawah umur juga dimaksudkan untuk merealisasikan ikatan 
hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai 
perempuan yang diinginkan pihak keluarga. 
3. Faktor Adat 
Sebagian adat/tradisi masyarakat masih menganggap sesuatu aib apabila 
mempunyai seorang gadis yang belum melangsungkan perkawinan. Alasan 
lainnya adalah adanya keinginan yang kuat untuk segera mendapatkan tambahan 
keluarga/keturunan. 
4. Faktor Pergaulan Bebas 
Bebasnya mengakses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video 
player dan dunia internet dalam berbagai situs yang tidak terfilter dapat 
memberikan efek negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat 
mengantarkan mereka kepada pergaulan bebas. Akibatnya terjadi kehamilan di 
luar nikah, sehingga dengan terpaksa mereka dinikahkan untuk menutupi aib 
keluarga. 
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu realita yang terjadi di masyarakat 
menempatkan “pergaulan bebas” sebagai penyebab utama terjadinya perkawinan 







tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah merambat ke pelosok-pelosok 
desa. 
 
D. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data 
dan informasi mengenai angka perkawinan dibawah umur yang terjadi di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Data tersebut memberikan gambaran 
tentang angka perkawinan dibawah umur yang terjadi dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir. Adapun angka perkawinan dibawah umur di pengadilan Agama 
Kelas I B Sengkang dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Jenis Perkara 
Angka Perkawinan Dibawah Umur Tiga Tahun 
Terakhir 
2014 2015 2016 Jumlah 
Nikah dibawah Umur 
(Dispensasi Nikah) 
111 166 197 474 
 
Sumber: Buku Register Perkara PA Sengkang Tahun, 2014, 2015, 2016 
Tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka perkawinan dibawah umur pada tahun 
2014 yaitu 111 (seratus sebelas) kasus, kemudian pada tahun 2015 terjadi 
peningkatan yakni terdapat 166 (seratus enam puluh enam) kasus, dan pada tahun 
2016 terdapat 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) kasus atau mengalami 
peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir jumlah perkawinan dibawah umur yang 
tercatat di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang mencapai angka 474 (empat 
ratus tujuh puluh empat) kasus. Hal ini menandakan bahwa angka perkawinan 







Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan antara perkawinan 
dibawah umur dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis dengan informan, mengenai 
pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Kelas I B Sengkang. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari 
informan tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap terjadinya 
perceraian di pengadilan Agama Sengkang. 
1. Pertanyaan : Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan 
dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 
Sengkang?  
2. Jawaban informan. Hasil wawancara tertulis mengenai pengaruh perkawinan 
dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 
Sengkang, dapat dilihat pada jawaban informan berikut ini : 
a. Informan 1 (Dra. Hj. Jusmah) 
Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di 
pengadilan Agama Sengkang besar sekali atau sangat banyak, karena 
biasanya tidak lama setelah mengambil dispensasi nikah, mereka datang lagi  
mau bercerai atau mengajukan perkara perceraian.
16
 
b. Informan 2 (Dra. Hj. ST. Hasmah, MH.) 
Menurut informan 2, pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang 
besar karena belum matang jiwanya, belum mapan ekonominya belum punya 
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rasa tanggungjawab, belum mandiri hanya mengandalkan orang tua. Sehingga 
hal inilah yang mengakibatkan mudahnya terjadi perceraian.
17
 
c. Informan 3 (Dra. Hj. Dzakiyah, MH.) 
Antara perkawinan dibawah umur dan perceraian mempunyai hubungan atau 
sangat berpengaruh karena pasangan dibawah umur masih peka terhadap 
masalah-masalah yang timbul dalam suatu rumah tangga, pasangan dibawah 
umur belum matang baik dari segi umur, pernikahan dibawah umur sering 
menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan berumah tangga diakibatkan 
kurangnya kesiapan  mental dan belum masak jiwa raganya untuk membina 
rumah tangga sehingga keduanya terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau 
selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Juga 
penyakit yang lain seperti kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya 
komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi. Setelah menikah masih dalam 
pengangguran/tidak kerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam hidup berumah tangga dan hal ini pula disebabkan karena 
menikah di usia yang masih relatif muda.
18
 
d. Informan 4 (Drs. Muh. Yasin) 
Perkawinan dibawah umur berpengaruh terhadap terjadinya perceraian karena  
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e. Informan 5 (Drs. M. Idris Gani, M.HI.) 
Perkawinan dibawah umur sangat mempengaruhi terhadap terjadinya 
perceraian, karena pasangan suami istri tersebut masih labil sehingga sedikit 
saja persoalan rumah tangganya maka dia tidak mampu mempertahankan 
perkawinannya dan langsung ke Pengadilan meminta cerai.
20
 
f. Informan 6 (Drs. Muh. Tahir, SH.) 
Perkawinan dibawah umur berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di 
Pengadilan Agama, karena Mereka yang menikah di bawah umur belum 
mencapai usia ideal untuk menikah sehingga belum matang pemikirannya 




g. Informan 7 (Drs. M. Nasruddin, MH.) 
Informan 7 mengemukakan bahwa perkawinan dibawah umur berpengaruh 
terhadap meningkatnya angka perceraian dan juga berpengaruh buruk 
terhadap anak yang dilahirkan terutama yang berkaitan dengan pendidikan  
dan sikap serta nasehat.
22
 
h. Informan 8 (Drs. Muhammadong, MH) 
Perkawinan dibawah umur berpengaruh terhadap meningkatnya perceraian di 
Pengadilan Agama karena seringnya terjadi ikatan bagi perkawinan tidak 
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langgeng, mudah timbul kemarahan atau perselisihan, dan tidak bisa terwujud 
رشاعمفورعملاب ة  .23 
i. Informan 9 (H. Arifin, S.Ag., MH.) 
Perkawinan dibawah umur sangat besar pengaruhnya karena sebagian besar 
kasus perceraian di Pengadilan Agama di dominasi oleh pasangan-pasangan 




j. Informan 10 ( Dra. Salmah) 




1. Cekcok terus menerus yang akhirnya berpisah tempat tinggal/perceraian. 
2. Secara ilmiah mengandung resiko kesehatan bagi isteri/ibunya, ini juga 
dapat menimbulkan percekcokan dan perceraian. 
3. Dapat melahirkan anak yang cacat/lemah, jika hal ini terjadi dapat pula 
berakhir dengan perceraian karena biasanya anak yang lahir ini tidak bisa   
terurus dengan baik akhirnya terjadi kerentangan terus menerus yang 
berakhir dengan perceraian. 
Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut, menunjukkan bahwa 
semua informan mengemukakan perkawinan dibawah umur sangat besar 
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pengaruhnya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang. Sebagian besar perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
didominasi oleh pasangan nikah dibawah umur. Hasil pernyataan dari informan 
tersebut tentunya berdasarkan dari hasil pengamatan dan pemeriksaan perkara 
perceraian dalam sidang pengadilan, baik yang berkenaan dengan identitas 
maupun dari hasil pengakuan para pihak yang berperkara. Selain dari hasil 
wawancara tersebut, hubungan antara perkawinan dibawah umur dengan 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dapat dilihat dari 
hasil analisis mengenai tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang, khususnya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur, baik dari 
segi jenis perkara maupun dari segi tingkat kematangan, dan sebab-sebab 
terjadinya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. Dalam hal ini penulis 
mengemukakan hasil penelitian (penelitian dokumen) terhadap pasangan suami 
istri yang yang menikah di dibawah umur dan bercerai dibawah umur. Dengan 
kreteria usia yaitu usia istri dibawah 16 tahun dan usia suami dibawah 19 tahun. 
Adapun tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang adalah 
sebagai berikut: 
1. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang 
Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data 
dan informasi mengenai angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Kelas I B Sengkang. Data tersebut memberikan gambaran tentang tingkat 







perceraian di pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dari tahun 2014-2016 dapat 




Angka Perceraian dalam Tiga Tahun Terakhir 
2014 2015 2016 Jumlah 
Cerai Gugat 758 753 914 2425 
Cerai Talak 263 200 224 687 
Jumlah 1021 953 1138 3112 
 
Sumber: Buku Register Perkara PA Sengkang Tahun 2014, 2015 dan 2016 
Tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka perceraian pada tahun 2014 sangat 
tinggi yaitu 1021 (seribu dua puluh satu) kasus, kemudian pada tahun 2015 
terdapat 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) atau mengalami penenurunan, dan 
pada tahun 2016 terdapat 1138 (seribu seratus tiga puluh delapan) atau mengalami 
peningkatan drastis. Dalam tiga tahun terakhir jumlah perceraian yang tercatat di 
Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang mencapai angka 3112 (tiga ribu seratus 
dua belas) kasus. Selain itu, dari tabel  tersebut memberikan gambaran bahwa 
sebagian besar kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang adalah 
kasus cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Yakni pada tahun 
2014 dari 1021 (seribu dua puluh satu) kasus perceraian terdapat 758 (tujuh ratus 
lima puluh delapan) kasus cerai gugat dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) kasus 
cerai talak. Kemudian pada tahun 2015 dari 953 (Sembilan ratus lima puluh tiga) 
kasus, terdapat 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) kasus cerai gugat dan 200 (dua 
ratus) kasus cerai talak. Dan pada tahun 2016 dari 1138 (seribu seratus tiga puluh 
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delapan) kasus, terdapat 914 (sembilan ratus empat belas) kasus cerai gugat dan 
224 (dua ratus dua puluh empat) kasus cerai talak.  
2. Tingkat perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. 




a. Tingkat perceraian berdasarkan jenis perkara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun 
terakhir, ditemukan sebanyak 402 (empat ratus dua) perkara perceraian yang 
masih dibawah umur yaitu usia istri dibawah 16 tahun dan usia suami dibawah 19 
tahun. Apabila dikaitkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, pada dasarnya usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan usia dibawah 
19 tahun bagi pria adalah usia yang belum ideal untuk menikah, begitu juga jika 
ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1, 
poin (1) bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Namun kenyatannya pada 
usia tersebut justru sudah terjadi perkawinan dan bahkan ada yang telah bercerai, 
dan apabila dianalisis lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa pernikahan mereka 
hanya mampu bertahan 1 (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun. Adapun tingkat 
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Tingkat Perceraian Bagi pasangan Nikah Dibawah Umur 
2014 2015 2016 Jumlah 
Cerai Talak 15 26 32 73 
Cerai Gugat 96 106 127 329 
Jumlah 111 132 159 402 
 
Tabel Tingkat perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur 
Tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka perceraian bagi pasangan nikah 
dibawah umur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan 
meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Pada 
tahun 2014 terdapat 111 (seratus sebelas) kasus perceraian bagi pasangan dibawah 
umur, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kasus 
perceraian bagi pasangan dibawah umur, dan pada tahun 2016 naik menjadi 159 
(seratus lima puluh sembilan) kasus perceraian dari tahun sebelumnya. Jika hal ini 
dipersentasekan, maka jumlah perkawinan dibawah umur yang mengalami 
perceraian pada tahun 2014 dari angka perceraian sebanyak 1021 kasus terdapat 
111 kasus perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur atau sekitar (10,87%) 
dari angka perceraian. Kemudian pada tahun 2015 dari angka perceraian sebanyak 
953 kasus terdapat 132 kasus perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur atau 
sekitar (13,85%) dari angka perceraian. Dan pada tahun 2016 dari angka 
perceraian sebanyak 1138 kasus terdapat 159 kasus perceraian bagi pasangan 
nikah dibawah umur atau sekitar (13,97%) dari angka perceraian atau mengalami 
peningkatan. Jika hal ini dikalkulasikan secara keseluruhan dari angka perceraian 







belas) kasus, terdapat 402 (empat ratus dua) kasus perceraian bagi pasangan nikah 
dibawah umur atau sekitar (12,92%) dari angka perceraian dalam kurung waktu 
tiga tahun terakhir. Hal ini sebenarnya tidak terlalu signifikan namun perkawinan 
dibawah umur ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap 
meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. 
Selain itu, tabel tersebut juga memberikan gambaran bahwa cerai gugat 
juga turut mendominasi perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. Pada 
tahun 2014 dari 111 (Seratus sebelas) kasus perceraian bagi pasangan dibawah 
umur terdapat 96 (sembilan puluh enam) kasus cerai gugat atau, dan 15 (lima 
belas) kasus cerai talak. Kemudian pada tahun 2015 dari 132 (seratus tiga puluh 
dua) kasus percaraian bagi pasangan dibawah umur sebanyak 106 (seratus enam) 
cerai gugat dan 26 (dua puluh enam) cerai talak, dan pada tahun 2016 dari 159 
(seratus lima puluh sembilan) kasus percaraian bagi pasangan dibawah umur 
sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) cerai gugat dan 32 (tiga puluh dua) cerai 
talak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas I 
B Sengkang, diperoleh informasi bahwa adanya kecenderungan bagi pihak istri 
untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya dapat dilihat dari efisiensi waktu 
yakni cerai gugat lebih cepat prosesnya dibandingkan cerai talak. dengan asumsi 
bahwa pada kasus cerai gugat apabila telah mendapatkan putusan hakim yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses persidangannya sudah dianggap 
selesai. Sedangkan pada kasus cerai talak, setelah adanya putusan hakim yang 







talak diterima, maka hakim masih menentukan sidang selanjutnya, untuk 
menyaksikan ikrar talak yang diucapkan oleh suami. 
Berdasarkan pernyataan dari para informan dan data yang diperoleh 
penulis melalui penelusuran dokumen, dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya 
perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, yaitu: karena adanya 
perkawinan dibawah umur maka fisik dan psikis belum matang, emosi masih sulit 
untuk dikendalikan sehingga persoalan sepeleh saja dapat menjadi masalah besar 
sehingga terjadi benturan pendapat dan fisik yang dapat menjadi pemicu 
terjadinya keratakan rumah tangga dan akhirnya memilih untuk bercerai. 
b. Sebab- sebab terjadinya perceraian bagi pasangan dibawah umur 
Untuk mendapatkan data mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian bagi 
pasangan nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. 
Digunakan wawancara tertulis dalam bentuk pertanyaan essay terhadap 10 
informan yang terdiri dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban secara detail dari 
informan dalam bentuk uraian tentang perceraian bagi pasangan nikah dibawah 
umur. Bentuk pertanyaannya sebagai berikut: 
Pertanyaan 1; Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat 
menyebabkan terjadinya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur? 
Hasil wawancara tertulis mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
Perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur, dapat dilihat pada jawaban 







a. Informan 1 (Dra. Hj. Dzakiyah, MH.)29 
1) Status sosial ekonomi 
2) Usia mereka pada saat menikah 
3) Belum siap jiwa raganya baik jasmani maupun rohani 
4) Pengendalian emosional masih kurang 
5) Rentang terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. 
b. Informan 2 (Dra. Salmah)30 
1) Kedua belah pihak belum mampu baik secara fisik maupun masalah 
ekonomi. 
2) Pihak suami tidak mampu membiayai rumah tangganya. 
3) Pihak suami tidak punya pekerjaan. 
c. Informan 3 (H. Arifin, S.Ag., MH.)31 
1) Mental belum siap. 
2) Belum bisa mendapat tantangan dalam keluarga sehingga ada suatu 
masalah belum bisa dipecahkan atau diselesaikan. 
d. Informan 4 (Drs. M. Nasruddin, MH.)32 
1) Belum memahami dan menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-
masing atau salah satu pihak. 
                                                          
29
Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Dzakiyah, MH. Hakim Pengadilan Agama Sengkang  
pada tanggal 14 Juli 2016. 
30
Hasil wawancara dengan Dra. Salmah Hakim Pengadilan Agama Sengkang  pada 
tanggal 14 Juli 2016. 
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Hasil wawancara dengan H. Arifin, S.Ag., MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan 
Agama Sengkang  pada tanggal 14 Juli 2016. 
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Hasil wawancara dengan Drs. M. Nasruddin, MH. Hakim Pengadilan Agama Sengkang  







2) Belum siap memilah sikap dan prilaku sebagaimana layaknya orang 
dewasa. 
e. Informan 5 (Drs. Muhammadong, MH.)33 
1) Belum cukup kematangan untuk berumah tangga. 
2) Belum punya kemampuan untuk berusaha bagi setiap suami. 
3) Belum terwujud saling pengertian suami-istri. 
f. Informan 6 (Drs. Muh. Tahir, SH.)34 
Faktor ketidak matangan atau belum berpikir dewasa sehingga kalau cekcok 
sedikit tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya. 
g. Informan 7 (Drs. Muh. Idris Gan, M.HI.)35 
1) Kurang mantap dalam membina rumah tangga 
2) Tidak adanya tanggungjawab 
3) Suami tidak mampu menafkahi istrinya. 
h. Informan 8 (Dra. Hj. ST. Hasmah, MH.)36 
1) Faktor moral 
2) Faktor jiwa (belum matang jiwanya) 
3) Belum bisa mengendalikan emosinya 
4) Tidak adanya tanggung jawab  
i. Informan 9 (Dra. Hj. Jusmah)37 
                                                          
33
Hasil wawancara dengan Drs. Muhammadong, MH. Hakim Pengadilan Agama 
Sengkang  pada tanggal 14 Juli 2016. 
34
Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Tahir, SH. Panitera Pengadilan Agama Sengkang  
pada tanggal 14 Juli 2016. 
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Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Idris Gani, M.HI. Hakim Pengadilan Agama 
Sengkang  pada tanggal 14 Juli 2016. 
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Hasil wawancara dengan Dra. Hj. ST. Hasmah, MH. Hakim Pengadilan Agama 







1) Masih kurangnya pemahaman tentang resiko menikah dibawah umur 
2) Kurangnya saling pengertian 
j. Informan 10 (Drs. M. Yasin)38 
1) Masih kurang matangnya pikiran 
2) Belum siap menjadi ibu dan ayah dalam rumah tangga 
3) Belum bisa membimbing dalam kehidupan rumah tangga. 
Berdasarkan hasil wawancara tertulis terhadap 10 informan yang terdiri 
dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Menunjukan 
bahwa faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya perceraian bagi 
pasangan nikah dibawah umur di pengadilan Agama Sengkang, diantaranya 
adalah: 
1. Perjodohan 
Karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah 
pihak, banyak perkawinan terjadi bukan didasari oleh rasa cinta melainkan hanya 
merupakan keterpaksaan karena tidak ingin mengecewakan orangtuanya, sehingga 
dalam mengarungi bahtera rumah tangga sulit terjadi keharmonisan yang pada 
akhirnya berujung pada perceraian. 
2. Faktor ekonomi 
Adanya ketidaksiapan secara finansial setelah melakukan perkawinan 
dapat berakibat buruk terhadap keutuhan rumah tangga, hal ini biasanya terjadi 
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Hasil wawancara dengan Drs. M. Yasin Hakim Pengadilan Agama Sengkang  pada 







ketika suami pergi merantau untuk mencari nafkah dan kemudian kawin lagi 
diperantauannya. 
3. Kematangan jiwa 
Karena perkawinannya dilangsungkan pada dibawah umur sehingga 
kemampuan untuk mengolah dan mengatasi konflik rumah tangga belum ada, 
sehingga apabila mengalami berbagai persoalan sulit untuk dipecahkan sendiri, 
sehingga persoalan sepeleh saja dapat menjadi persoalan besar yang melibatkan 
keluarga kedua belah pihak. Secara umum perselisihan/percekcokan dapat terjadi 
pada semua pasangan suami istri, yang biasanya disebabkan oleh beberapa hal 
diantaranya; himpitan ekonomi, persoalan anak-anak, kecemburuan dan lain 
sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan kematangan/kedewasaan dalam 
menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Hasil penelitian tersebut 
memberikan gambaran mengenai adanya hubungan antara kematangan seseorang 
dengan terjadinya peceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. Dalam hal ini 
pasangan suami istri yang belum matang secara fisik dan mental mempunyai 
tingkat emosional yang lebih tinggi dan cenderung terjadi kesalah pahaman. 
4. Pendidikan rendah 
Pendidikan adalah suatu hal yang sangat menunjang dalam membina  
kehidupan dalam rumah tangga sehingga apabila menikah pada dibawah umur 
tentunya pendidikannya belum memadai untuk membangun rumah tangga. 







Menikah pada dibawah umur menyebabkan kurangnya tanggung jawab 
dalam keluarga karena masih bersifat kekanak-kanakan sehingga belum 
memahami tujuan perkawinan. 
6. Adanya pihak ketiga 
Salah satu penyebab terjadinya perkawinan adalah adanya gangguan dari 
pihak ketiga seperti perselingkuhan. Adapun hal-hal yang turut mempermudah 
terjadinya perselingkuhan khususnya pagi pasangan nikah dibawah umur adalah 










1. Perkawinan dibawah umur dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya 
adalah; 1) Keterpaksaan yang pemicu terbesarnya adalah hamil diluar 
nikah, 2) Masalah ekonomi, 3) Kekerabatan, 4) Adat, 5) Pergaulan bebas. 
2. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, 
disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perkawinan 
dibawah umur. Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor 
penyebab terjadinya perceraian karena banyak hal yang dinilai belum 
mampu untuk dipenuhi, baik dari segi ekonomi, psikis begitu juga 
kurangnya kesiapan mental untuk membina rumah tangga yang 
menyebabkan mudah timbul permasalahan yang titik penyelesaiannya 
susah untuk dihadapi sehingga salah satu jalan untuk menyelesaiakannya 
adalah dengan perceraian.  
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur 
mempunyai hubungan dan pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya 
perceraian, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis terhadap 
10 informan yang terdiri dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kelas 
I B Sengkang. Angka perceraian dalam tiga tahun terakhir mencapai 3112 







(seribu dua puluh satu) kasus, kemudian pada tahun 2015 terdapat 953 
(Sembilan ratus lima puluh tiga) kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 1138 
(seribu seratus tiga puluh delapan) kasus. Salah salah satu penyebabnya 
adalah perkawinan dibawah umur yang mencapai 402 (empat ratus dua) 
kasus yakni pada tahun 2014 terdapat 111 (seratus sebelas) kasus, 
kemudian pada tahun 2015 terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) kasus, 
dan pada tahun 2016 terdapat 159 (seratus lima puluh Sembilan) kasus. 
Jika hal ini dipersentasekan, maka jumlah perkawinan dibawah umur yang 
mengalami perceraian pada tahun 2014 dari angka perceraian sebanyak 
1021 kasus terdapat 111 kasus perceraian bagi pasangan nikah dibawah 
umur atau sekitar (10,87%) dari angka perceraian. Kemudian pada tahun 
2015 dari angka perceraian sebanyak 953 kasus terdapat 132 kasus 
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur atau sekitar (13,85%) dari 
angka perceraian. Dan pada tahun 2016 dari angka perceraian sebanyak 
1138 kasus terdapat 159 kasus perceraian bagi pasangan nikah dibawah 
umur atau sekitar (13,97%) dari angka perceraian atau mengalami 
peningkatan. Jika hal ini dikalkulasikan secara keseluruhan dari angka 
perceraian dalam kurung waktu tiga tahun terakhir sebanyak 3112 (tiga 
ribu seratus dua belas) kasus, terdapat 402 (empat ratus dua) kasus 
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur atau sekitar (12,92%) dari 
angka perceraian dalam kurung waktu tiga tahun terakhir. Hal ini 
sebenarnya tidak terlalu signifikan namun perkawinan dibawah umur ini 







angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Hal ini 
dikarenakan perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor 
pendorong terjadinya perceraian yang disebabkan oleh belum siap dari 
segi psikis, jiwa/mental, ekonomi, kurangnya tanggung jawab, sehingga 
rentang terjadi perselisihan/ pertengkaran yang berujung pada perceraian. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian bagi pasangan 
nikah dibawah umur, diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah 
maupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. Untuk 
senantiasa berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan 
kepada generasi muda tentang bahaya dari perkawinan dibawah umur dan 
pentingnya sebuah kesiapan/kemampuan sebelum memasuki jenjang 
pernikan yakni mampu secara fisik, mental maupun materi. 
2. Untuk meminimalisir jumlah pernikahan dibawah umur, hakim harus pula 
turut serta berperan aktif yakni hakim dalam menangani permohonan 
dispensasi nikah hendaknya mempertimbangkan Undang-Undang 
Perlindungan Anak sehingga hal ini dapat menimalisir angka perkawinan 








Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar 
Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kencana Mas Publishing 
House, 2005. 
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
Al-Iraqi, Zainuddin. Tharh Al-Tatsrib Fi Syarh Al-Taqrib. Semarang: Karya 
Toha Putra. 1999. 
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Khat Madinah. 
Bandung: Syaamil Cipta Media, t.th. 
Departemen Agama RI. Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah 
Seri Kesehatan. Jakarta; t-p., 2004. 
----------. Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi. 
Jakarta: t-p., 2004. 
Dewi, Ika Sari. Kesiapan Menikah pada Wanita Awal yang Bekerja. Sumatra 
Utara: t.p., 2006.   
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. I; Bogor: Kencana Prenada 
Media Group, 2003. 
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 
Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007. 
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Siraja 
Prenada Media Group, 2003. 
KBBI offline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi 
III. 2010. 
MK, M. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 
Mulyana, Dedi, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002. 
Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Ashari Akmal. Hukum perdata Islam di 
Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, 
UU.No.1/1974 Sampai KHI. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2004. 
Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002. 
Republik Indonesia.  Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Jakarta; Gama Press., 2010. 
-----------. Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Undang-Undang 






-----------. Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Jakarta; Gama Press, 2010. 
-----------. Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
-----------. Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
----------. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta; Gama Press, 2010. 
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesi. Jakarta:Rajawali Pers, 2013. 
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1982. 
Syahraeni, Andi. Bimbingan Keluarga Sakinah. Makassar: Alauddin Press, 
2013. 
Tang, Muhammad. Pengaruh Perkawinan Usia Muda. Makassar: t.p., 2010. 
Thalib, Sayuti. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia 
Press, 1986. 
Tihami, M.A dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah 
Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 
T. Jafizham. Peranan Pengadilan aagama dalam Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan. Jakarta: Depag, 1985. 
Umar, Ibnu. Karahatul Tala. Bab 2, Semarang: Karya Toha Putra. 1997. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian. 
Makassar: Alauddin Press, 2013.  








1. Dokumentasi Penelitian 
 
  
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IB SENGKANG 







WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS IB SENGKANG 
PENGAMBILAN DATA PERCERAIAN DAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA 







PENGAMBILAN DATA PERCERAIAN DAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA 
SENGKANG KELAS IB SENGKANG DENGAN SIADPA 
PENGAMBILAN DATA PERCERAIAN DAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS IB 







SIDANG PERKARA PERCERAIAN DAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN 




























Daftar Pertanyaan Wawancara Peneliti Skripsi “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur 
Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang (Studi Kasus 
Tahun 2014-2016)” 
 
Objek Penelitian  : Kantor Urusan Agama  
Hari/Tanggal   :   Juli 2016 
Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu : 
1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama 
Kelas I B Sengkang ? 
2. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B 
Sengkang ? 
3. Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Pengadilan 
Agama kelas I B Sengkang ? 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN 
NAMA    :          
TEMPAT TANGGAL LAHIR :   
JABATAN   : 
1. Siapa Nama Asli Bapak/Ibu ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
2. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Tugas di Kantor ini ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
3. Perkara apa saja yang sering bapak/ibu layani ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4. Apakah bapak/ibu sering melayani calon mempelai yang masih dibawah umur yang 
mendaftar untuk nikah ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 






6. Menurut pengetahuan dan pengalaman bapak/ibu, seberapa besar keberhasilan pasangan 










8. Menurut bapak/ibu, apakah pihak pengadilan harus memberikan izin kepada calon 






9. Setelah ada surat penetapan izin nikah dari Pengadilan, apakah langkah selanjutnya yang 












11. Apakah ada program khusus untuk membina calon pengantin sebelum ke jenjang 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN 
NAMA    :          
TEMPAT TANGGAL LAHIR :   
JABATAN   : 
1. Siapa Nama Asli Bapak/Ibu ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
2. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Tugas di Kantor ini ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
3. Perkara apa saja yang sering bapak/ibu tangani ? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4. Apakah bapak/ibu sering menangani perkara perkawinan di bawah umur/dispensasi nikah? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
5. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai perkara tersebut, apakah hal yang mendasari 






6. Apakah permohonan Dispensasi mengalami peningkatan setiap tahunnya? 
Jawab:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak/ibu dalam memutus perkara permohonan 













9. Menurut bapak/ibu, Sejauh mana pihak Pengadilan berperan untuk mengurangi terjadinya 





























14. Menurut Bapak/ibu, apakah Perkawinan dibawah umur memiliki pengaruh terhadap 






15. Menurut bapak/Ibu, Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian bagi 






16. Menurut Bapak/ibu, seberapa besar pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap 
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Sengkang, 2016
Nama Responden , O- -(ne"^a Lg-
Jabatan N6-l;- '(
l ' Menurut pendapat'bapakllbq #aktor apa yang menjadi penyebab terjadinya.perkawinan
dibawah umur di pengadilan Agama Sengkang ?








) Mentrut pendapat bapaMbu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
JaWab: tl^;t/,\- X-a;
3. Menurut pendapat Bapak/lbu, faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya
pereeraian bagt pasangan nikah dibawah umur ?
Jawab:
\y--+4 lw\-t|* V 1-\L*
+z-U*,R- I tl^"-6*
4. Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah urnur
terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
















I ' Menurut pendapat bapak/Ibu, Faktor opa tang.,menjadi penyebab. terjadinya pgrkflwinan,, .:
dibawah umur di pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
WAWANCARA (Pr[rAK TNSTANSI)
PENGADITAN AGAMA KELAS I B SENGKANG
2' Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraiandi Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
arH4,/.A(lJ*
J. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa ymg dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah urnur ?
Jawab:
Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umtu






PENGADILAN AGAMA KELAS I B SENGKAI\G
Sengkang, g J.JLI 2016
Nama Responden : H. Arrttr\ .S.An. tr^.H.
Jabatan : facrtvfufg HLikur^
1. Menurut pendapat bapak/Ibu, Faktor apa,yang menjadi penyebab terjadilya perkawinan
dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
2. Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
3' Menurut pendapat Bapak/Ibtl faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nkah dibawah umur ?
4. Menurut pendapat bapaMbu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur
terhadap te{adinya perceraian di pengadilan Agama Sengkang ?
tawab {Lln} /Dq-.t-r---JJ -/d-ca* /,t+ C"*L:
PE.-.sty^Tf8mf lHlsffiff8"*"
Nama Responden : lt l ,//tt t *l{- Sengkang' ( ? - 7- 2016
rabatan , /c1tur.z1 tl 4 !-:L-<//l' Memrrut'pendapac"hryd</lbu, Faktor apa yang.men:aoi p#yeuab terjadinya perkawinan
dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
2' Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
n ^? *(*L#LJawab: ir
I
4. Menurut pendapat bapaMbu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur
terhadap terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sengkang ?
WAWANCARA (PTHAK TNSTANSI)




t. Monur,ut pendapat bapakltbu, Faktor apa-yangnrenjadi penyebab terjadinya perkawinan
dibawah umur di Pangadilan Agama Sengkang ?
Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
4. Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umtu
terhadap terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sengkang ?
WAWANCARA (PTHAK TNSTANSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS I B SENGKANG
Sengkang, lu/ ?*- 2016
Nama Responden : Drr- M,rl frlj.rg tl .
Jabatan 
. ,) u.Lilt Pn^.,u+r*
l ' Menurut pendapat bapak/Ibu, Faktor apa yang menjadi penyebab:terjadinya perkawinan
dibawah umur di pengadilan Agama Sengkang ?












2. Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menJadi
di Pengadilan Agama Sengkang ?















3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?




4. Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur
terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab: Sel..ofrr1 L&-;, Afo.fi c,^&0"
t ^a+
tl^^-F l,Lt*<v.f 7l taAu.-,
Arr-i &>8o,r atouti lAea.t
u-ta,,.e-
*,*"mrnTf8mf lffiIfl Hffi8*o*.
Nama Responden , I\. 'ter* 7r*; 
Sengkang' t4 
- 7 - 2016
Jabatan : (r[,eJ
l- Menurut pendapat,bapak/Ibu, Faktor apa yang menjadi penyebab.terjadinya perkawinan
dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang ?
2. Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab te{adinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibtl faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
Jawab:
4. Menurut pendapat bapaMbu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umty
terhadap terjadinya perceraian di pengadilan Agama Sengkang ?
-,.,.mr^Tfamf mlsr,-ffi8**.
Sengkang, lg |Ni 2at6Nama Responden 
' $q.!ff tf *?r+tualv, MHJabatan , l*:a.(ih
l ' Menurut pendapat,bapak/Ibu, Faktsr apa yang menjadi ,penyebab terjadinya perkawinan
dibawah umur di pengadilan Agama Sengkang ?
Menurut pendapat bapak/Ibu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian




3' Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadurya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
4. Menurut pendapat bapaMbu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur
terhadap te{adinya perceraian di pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab:
WAWANCARA (PrIrAK TNSTANSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS I B SENGKANG
Sengkang,
, 9ro, +tJ. !,t*ar*l"




'tr.., r Menurut pendapat bapak/Ibu, Faktor apa,yang'rnenjadi penyebab terjadinya,perkawinan,.,,,.,,,:
dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang ?
tawat: ?a.!r-tor fiqa.ictt4 a.. & eltnui
2. Menurut pendapat bapakAbu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
di Pengadilan Agama Sengkang ?
Jawab: f+*futtA..o g &s4c*te ,
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat rnenyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
Jawab: /lcr-irA afu*a.7*aa rc+ibkec/A
ab'k r74 llnqrr
4. Menurut pendapat bapak/Ibu, Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur






PENGADILAIT AGAMA KELAS I B SENGKANG
Nama Responden , h4 ,t, M , YvliJabatan ,lW
Sengkang, 1? -/ ^ 2ot6
l. Msnurut pendapat bapaMbu, Faktor apayang menjadi penyebab terjadinya perkawinan
dibawahumur di Pengadilan Agama Sengkang ?
2. Menurut pendapat bapakllbu , Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perceraian




3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya
perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur ?
4. Menurut pendapat bapaMbrg Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur
terhadap terjadinya percemian di Pengadilan Agama Sengkang ?
PERSETUJUAI\I PEMBIMBING
Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Jumardin, NIM: 10100113030,
mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara
seksama proposal skripsi yang berjudul 'oPengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap
Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IR Sengkang", memandang bahwa
proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk
diseminarkan (Seminar Proposal).
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.
Makassar, 17 Mei 2016 M
l0 Sya'ban 1437 H
Pembimbing I
d-
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.Si.






Draf skripsi yang berjudul o'Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap
Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang" yang disusun oleh:
Jumardin, MM: 10100113030, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan
Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,
telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan l0 Sya'ban
1437 H, dinyatakan telatr dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan
penelitian.
Pembimbing I
Makassar, 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H
Pembimbing II
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.Si.
NrP. 19541 tt6t97703rcA4
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PERSETUJUAIT PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripsi Saudara Jumardin, NIM :10100113030,
Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang
bersangkutan dengan judul, "Penganrh Perkawinan dibawatr Umur Terhadap Tingkat
Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B SengkangS', memandang bahwa skripsi
tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan
Serninar Hasil.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih laqiut.
Makassar, 9 Mei 2017 M
l0 Jumadil Akhir1438 H
Pembimbingl








Pembimbing penulisan skripsi saudara Jumardin, NIM: 10100113030,
mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan
mengoreksi sec:ra seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *Penganrh
Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama
Kelas I B Sengkang (Studi Kasus Tahun 2014-2016)". Memandang bahwa skripsi
tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk
dimunaqasyahkart
Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut
Makassar, 23 Maret 2Afi M





Drs. Hadi Daeng Mapuna M.Ag.
Dra. Hj.Ilartini Tahr, M.HI.
Dr. H. Supardiq M.H.I.
NrP. 196503021994031003
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing Wf,M.Si.<#






UNN/ERSTTAS ISLAM I{EGERI ALAUI}DIN MAKASS.A,R
T.AKULTAS SYARI'AH NAI\ IIUKUM
Kampus I: JIn. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Tlp. (041 l) 868720,Fa>r.864923
Klrrrprl tl,i J-!n, H. )VI. Yasin Limpo No. 36 samata Gowq Tlp. (0al l) 841879, Frux. 8221400
Menimbang
Mongingat
KEPTITUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I.JIN AI,AT]DDIN MAKASSAR
NOMOR: fl0TAHUN 2016TENTANG
PENETAPAN DOSE}.I PEMBIMBTNG SKRJPST
&. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan padajr:njang sfata satu (sl) rakultas syari'ah dan I{ukum uIN.Alauddin Makassar,
. 
untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;b, Bahrra mgreka yang telselut namanya pada keputusan ini dipandang cakap ilan
nremQnuhi syarat unfuk diangkat dan diserahi tugas sebagai doson fembimbingSkrip$i.
l. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Feraturan Pernerintah R.I. No, 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
_ 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Thggr;3. Peraturan Monteri Agarna R.I. No. ri ralun i0l3 tenang Ferubahan Atas
Porduran Menteri Agama R.I. No. 25 Tatrun 2013 tentang O.ganisu$i dan Tata
Keria {.lIN Alauddin Makassaq4. Peraturnn Menteri Agama R.t. No. 20 Tahun 2014
It4akassar;
tentang Statuta UIN Alauddin
5. Keputusan Rektor Nomor l29c Tahun 2013 tsntang pedoman Edukasi ulN
Alauddin Makassar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : &. Ir{enunjuk $audra








Syari'ah dan Hukum/ PeradiladHApK
PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH I.]MURTER}IADAP TINGKAT PERCERAI"AN DI
PENCADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B.
c.
d.
tttgtaflsa1akan perbi*bing* skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karyatrrlis ilmiah deng;an baik;
tlegala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada
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TEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLA,r NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
\t 
',, 







DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor :rfr/Tahun2}|7
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMIflAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2OI7
















Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Dr. Hj. Patimah, M.Ag
Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag








"Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Tingkat
Perceraian di Pengadilan Agama KIas I B Sengkang"
Mengingat
MEMUTUSKAN
Menetapkan :Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar dengln'korirposisi sebagai berikut i
Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ulian
Seminar Hasil/Skripsi ;
Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas,maka perlu ditunjuk
Panitia dan Dosen Penguji;
Bahwa mereka yang tErsebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan memdnufii syarat untuk disdrahi tugas m'elaksanakan kegiatan dimakdud.
Undanq-Undanq Nomor 20 Tahun 2003 tentanq Sistem Pendidikan Nasional;
Peratuian Pem"erintah Rl Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinnooi dan Penoelolaan PerouruanTinooi.
Kepritirsan Menttrri Agama Hl. Nomor"Z89 Tahun 1993 Jo Nomor 2A2B Tahun 1998
tentano Pemberian Kuasa dan Wewenano' Manandatanoani Surat Keoutusan :
Keputrisan Menteri Agama Rl. Nomor 20 Tahun 20ft tentang St'atuta UiN Alauddin
Makassar;
Peraturan Menteri Aoama Rl. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Aoama Rl
Nomor 85 tahun 2013 tentanq Oroanisasi dan Tata Keria UIN Alauddin Makassarl
Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016'tentang









: Panitia bertuoas memoersiaokan oenvelenooaraan Uiian Seminar Hasil/Skriosi
: Segala biayd yang timbul 'akibai diierbitk'annya Sdrat Keputusan ini dibebankan kepada
Ando ar an dt pAn Pbtrt/PN BP U I N Alaudd in Maliassar T ah un' 20 1 7 :
: Kefliltusan ini mulai berlaku sejak tanggal drtetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.














U II IVERS]TAS ISL0.It't N EGER I ALAU DDI N MAKASSA R
F'AKULTAS SYARIA.I.I DAN HUKUIA
Konpusl :.latan Sultan Alauldin No. 6j Tlp (011 t ) 86 tg28$t54930 Fox- 864923
Kampusll : Jl. H. M.Yasinlimpo No. j6 Sauota,*otgryminasa-- Gov,aTelp. 841879 Fax 822 j 40A
-l
I(EFIrlfIrSxNr
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor :t?f Tahun 2017
TEMTANG
PANITIA DAN PEI'IGUJI UJIAN MT]NAQASYAII/SKRIPSI
TAEI]N 2017










Hulrurn Acara Per;dilan & Kekeluargaan
Kamis, 30 Maret 2017
t,t i ; an Munaqasyah/Skripsi
"Fens.aruh Perkawina.n' Dibawah U:nur Terhadan Tinskat
Perceiaiarr rJi Pengadi)an Agama Kelas IB Sengkang (S-tud!






a. Bahwa mahasiswa tersebut di ata; telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Munaqasyah/Skripsi;b 
BAXitiA rg.,lgtt.irp$,J,l,fya 
persyaratan darr ketentuan di atas,maka perlu ditunjuk
c. Bahwa fir;t€ke yang tErsebut namanya pada lanpiran Surat Kepi.rtrrsan ini dipandang





Undanq-Undanq Nonror 2C Tahun 2103 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peratuian Pem6rirrtah 04 Tahun 2014 tentang-Penyelenggaraan Pendidikan Tinngi dan
Penoelolaan Dersuruan Tirrrroi: :
Keoiltusan l/entEri ,a,qarna R[. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Norrror 202 B Tahun 1998
tenltano Pemberi nn Ku-asa rJ an Wewen ar n Mananda tano ani Su rat Keo u tu san :
Keputrisan Menteri Agama Rl. Nomor 20 Tahun 20ft tentang St'atuta UiN Alauddin
lilakassar;
5. Peraturan Menteri Aoama Rl. Nonror 25 Tahun 2013 Junto Peraturan lr4enteri Aqama Rl
No. 85 Tahun 2013 t6lrtanq Orqanisasi clan Tata Keria UIN Alauddin Makassar; "6. Keputusan UIN Rektcr Uttrt'Rtauttdin Makassar'Nomor 200 Tahun 2016 tentang
Pedoman Edukasi UIN /ilauddin Makassar.
MEMUTUSI(AN
Membenfuk P;rnitia dan Penguii Uiian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar dengan k"ofrrpdsisi sebagai tierixul : '
Prot. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Dr. H- Supardin, M.H-I.
Drs. HadiDaeng Mapuna, M.Ag.
Dra. Hj. Hartini Tahir, M.HI.




- -1--t; -Sebata 
biaya yang timbul akibat diterbitkannia Surat l(eputusan ini dibebankan kepada
- Andsaran fltplinPBn/PNBP UIN Alauddin Jr,laliassar Tahun'2017;Keempat : KeF[tusan ini nruiai berlaku seiak tanggal ditetapkannya r:ian apabila ciikemudian hari
' terdapat kekeliruan didalarlnya akan dipelbaikisebdgaima'na mestinya.








penuh tanggung jawab. .
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ut{tr pELrr($/rrrA r=Erfrrs 
-FEif,t'ilffii*Etfih ffiffiI{r.Fr-P"r }
fwF;
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KEMENTERAN AGAMA
LINWERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAI{ HT]KUM
ALAUDDIN Kaurpus I Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (Ml l) 8&924Fax864923ff A r A s s a ft KampusIlJt. HM-YasinlimpoNo.36 SamataGowaTlp.424835 Fax.424836
Nomor : SI. 1lPP.0 A.9 l,l h7(,2016
Sifat : Penting
Lanp : -
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITUN
Kepada Yth
Bapak Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-sel
Di
Samata, 2l httrt 2016
Makassar
Assalamu'Alaikum Wr. Wb.









Syariah dan Hukum / Peradilan Agama
VI @nam)
Jl. Vetran Bakung, Samata-Gowa.
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :
"PENGARUH PERKAWINAI{ DI BAWAII T]MIJR TERIIADAP TINGKAT
PERCERAIAIT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B SENGKANG'.
Dengan Dosen Pembimbing : l. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
2.Dt. Hj. Numaningsih, M.Ae.
Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang
bersangkutan dapat diberi izin untuk melalrukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas
IB Sengkang Kab. Wajo, terhitung mulai tanggal28 Juni sld,29 Juli 2016.
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Tembusan:








Nomor : W.20-A3l 1093 /TL.00N1112016
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, Ketua Pengadilan









Mahasiswa ( S.1 )
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa
Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan
Agama Sengkang, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: $ PENGART H
DEtDraArf,rrNAN Tlr EA!f,r^rr rrltl'rlD TItDITAnAp TrNalI.JtT DE'D.^rrtD,trAN nr
PENGADILAI\ AGAMA KELAS IB SENGKANG',
Seteiair pcnuiisan sir,ripsi rcrsebut seicsai, tiiitrrapitrur irepada yaurg -trcrsangi.uran unruir
menyetor I exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP 
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 
KELAS I B SENGKANG (STUDI KASUS TAHUN 
2014-2016)” bernama lengkap Jumardin, Nim: 
10100113030, Anak kelima dari sembilan bersaudara dari 
pasangan Bapak Abd. Rauf dan Ibu Kanti yang lahir pada tanggal 02 Juli 1995 di 
Siwa, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 59 Penre 
kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Soppeng pada tahun 2002-2007 Sampai 
Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Pituriase Kabupaten Sidrap di 
tahun 2007-2010, dengan  tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di 
SMK Negeri 1 Pitumpanua Kabupaten Wajo tahun 2010-2013. Dengan tahun 
yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah 
dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan 
Peradilan hingga tahun 2017. Selama menyandang status mahasiswa di jurusan 
Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Periode 2014-2015 dan Sekretaris 
Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Periode 2015-2016. 
